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WALIKOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU 

NOMOR  41  TAHUN  2019 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BANJARBARU, 
 

Menimbang

  

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun             
Anggaran 2020; 

 
Mengingat 

B 

 

: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang… 

SALINAN 
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 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang 2 Nomor  Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6187); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Nomor 5340); 

 

 

 

13. Peraturan Pemerintah... 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

 

 

 

 

21. Peraturan Pemerintah... 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 15); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 825); 

27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota 
Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37); 

28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 

2019 Nomor 15); 

 

 
MEMUTUSKAN :... 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN  2020. 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 
2020 terdiri atas : 

 
1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah        

 Rp241.220.508.075,00 

b. Dana Perimbangan          

 Rp727.673.560.910,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah     
 Rp166.678.364.345,00  

     Jumlah Pendapatan 

   
 Rp1.135.572.433.330,00 

 
2. Belanja Daerah  

a. Belanja Tidak langsung         

1) Belanja Pegawai        

 Rp421.513.975.025,00 

2) Belanja Bunga         

 Rp7.014.975.970,00  

3) Belanja Subsidi        

 Rp0,00 

4) Belanja Hibah         

 Rp32.595.107.900,00 

5) Belanja Bantuan Sosial       

 Rp1.500.000.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil        

 Rp                             - 

7) Belanja Bantuan Keuangan      

 Rp1.046.000.000,00 

8) Belanja Tidak Terduga       

 Rp1.000.000.000,00 

       Jumlah
   Rp464.670.058.895,00 

 

b. Belanja Langsung... 
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b. Belanja Langsung         

1) Belanja Pegawai         

 Rp51.013.383.000,00 

2) Belanja Barang dan Jasa        

 Rp359.644.355.695,00 

3) Belanja Modal          

 Rp375.640.155.760,00 

    Jumlah  

 Rp786.297.894.455,00 

Jumlah Belanja Daerah    

Rp1.250.967.953.350,00  

 Surplus/(Defisit)    

 Rp(115.395.520.020,00) 

3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan       

 Rp145.763.448.020,00  

b. Pengeluaran       

 Rp30.367.928.000,00 

 

Jumlah Pembiayaan Netto      

Rp      115.395.520.020,00 
 
 

 
Pasal  2 

 
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada 

Lampiran I dan II  Peraturan Walikota ini. 
  

 

Pasal 3 
 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan organisasi perangkat daerah sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 
 

 
 
 

 
 
 

Pasal 4... 
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Pasal  4 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota  ini  dengan  penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 
   

 
Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 12 Desember 2019 

 
WALIKOTA BANJARBARU, 
 

ttd 
 

    NADJMI ADHANI 
 

Diundangkan di Banjarbaru 

pada tanggal 12 Desember 2019 
 
SEKRETARIS DAERAH, 

 
 ttd 

 
   SAID ABDULLAH 

   

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 41 
 

 
 

 


